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Abstrak 

Akses terhadap keadilan sering terhambat oleh proses litigasi yang panjang dan 

berbiaya tinggi, sehingga diperlukan mekanisme alternatif yang lebih efisien. 

Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) merupakan salah satu solusi, namun 

pemanfaatannya masih terbatas akibat rendahnya literasi hukum masyarakat. 

Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kemampuan 

praktis peserta dalam memanfaatkan ADR (mediasi, negosiasi, dan arbitrase). 

Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukasi dan pelatihan partisipatif 

berbasis Problem-Based Learning kepada 150 civitas akademika Universitas 

Singaperbangsa Karawang. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test. 

Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan, dimana 

jumlah peserta yang memahami mekanisme penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan meningkat dari 105 orang (70%) sebelum sosialisasi menjadi 150 

orang (100%) setelah kegiatan. Selain itu, pemahaman peserta terhadap aspek 

teknis penyelesaian sengketa non-litigasi juga naik dari 112 orang (75%) menjadi 

150 orang (100%). Simpulan menunjukkan bahwa kegiatan ini efektif dalam 

meningkatkan literasi hukum peserta serta mendorong pemanfaatan ADR sebagai 

alternatif penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan menjaga hubungan para 

pihak. 

 

Kata Kunci: akses keadilan, Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), literasi 

hukum, mediasi 

  

Abstract 
Access to justice is often hampered by lengthy and costly litigation processes, 

necessitating more efficient alternative mechanisms. Alternative Dispute 

Resolution (ADR) is one solution, but its utilization remains limited due to low 

public legal literacy. This community service activity aims to improve 

participants' understanding and practical skills in utilizing ADR (mediation, 

negotiation, and arbitration). The implementation method uses a participatory 

education and training approach based on problem-based learning for 150 

academics from Singaperbangsa University, Karawang. Evaluation was 

conducted through a pre-test and post-test. The evaluation results showed a 
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significant increase in understanding, where the number of participants who 

understood out-of-court dispute resolution mechanisms increased from 105 

people (70%) before the socialization to 150 people (100%) after the activity. 

Furthermore, participants' understanding of technical aspects of non-litigation 

dispute resolution also rose from 112 people (75%) to 150 people (100%) . The 

conclusion shows that this activity is effective in improving participants' legal 

literacy and encouraging the use of ADR as an alternative dispute resolution that 

is fast, efficient, and maintains relationships between the parties. 

 

Keywords: access to justice, alternative dispute resolution (ADR), legal literacy, 

mediation    

 

 

PENDAHULUAN 

Akses terhadap keadilan (access to justice) merupakan pilar fundamental 

negara hukum, yang artinya menurut Firmansyah et al. (2022) menjamin hak 

warga negara untuk memperoleh penyelesaian sengketa yang adil, baik melalui 

jalur litigasi maupun non-litigasi.  Namun, proses litigasi formal di Indonesia 

sering menghadapi tantangan signifikan, termasuk waktu yang lama, prosedur yang 

kompleks, biaya tinggi, dan hasil putusan win-lose yang gagal menuntaskan akar 

konflik. Kondisi ini menghambat efektivitas penegakan hukum dan menimbulkan 

ketidakpuasan di kalangan pencari keadilan. 

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) perdata memiliki beberapa bentuk, 

antara lain negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Ketiga pola tersebut menekankan 

pentingnya komunikasi dan kerja sama antar pihak yang bersengketa untuk 

mencapai kesepakatan dalam mengakhiri konflik. Secara teoritis, mekanisme dan 

keputusan dalam penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif bersifat fleksibel 

serta bergantung pada kesepakatan para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, 

penyelesaian sengketa perdata melalui APS tidak berorientasi pada konsep kalah 

atau menang, melainkan pada tercapainya solusi yang saling menguntungkan bagi 

semua pihak (win-win solution) (Orias et al., 2025). 

Kondisi tersebut terjadi karena pendekatan yang berlandaskan kesepakatan 

para pihak memungkinkan tercapainya keputusan bersama yang dapat diterima 

oleh masing-masing pihak yang bersengketa. Di samping itu, metode ini memiliki 

keunggulan dalam menjaga kerahasiaan perkara, sebab tidak melalui proses 

persidangan yang terbuka untuk umum dan dipublikasikan (Gustami & Marpaung, 

2024). 
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Dalam perkara keperdataan, menurut Afrizal & Berenschot (2020) 

penggunaan metode alternatif penyelesaian sengketa, khususnya melalui mediasi, 

telah menjadi ketentuan yang wajib dipatuhi oleh para pihak. Artinya, mediasi 

merupakan tahapan yang harus ditempuh oleh pihak yang bersengketa sebelum 

perkara tersebut dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Penyelesaian  

sengketa pada dasarnya dapat ditempuh dengan melalui  dua cara antara lain yaitu 

melalui cara pengadilan (litigasi) atau cara diluar pengadilan (non litigasi) hal ini 

dapat disesuaikan berdasarkan keinginan para pihak yang bersengketa (Agnes 

Sesilia Manasa et al., 2025). 

Untuk mengatasi inefisiensi ini, sistem hukum nasional telah memperkuat 

peran Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) sebagai mekanisme yang sah dan 

efisien di luar pengadilan. ADR (mencakup Mediasi, Negosiasi, Konsiliasi, dan 

Arbitrase) berlandaskan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Mekanisme ini 

menawarkan keunggulan berupa proses cepat, biaya terjangkau, dan 

mengedepankan solusi musyawarah atau win-win solution (Sinaga, 2025). 

Meskipun demikian, masalah utama yang dihadapi mitra adalah rendahnya literasi 

hukum dan kurangnya kemampuan praktis masyarakat untuk memanfaatkan jalur 

ADR secara efektif. Minimnya pengetahuan ini membuat masyarakat kehilangan 

peluang menyelesaikan sengketa secara mandiri dan efisien. 

Meskipun demikian, pemanfaatan ADR di masyarakat khususnya di 

Kabupaten Karawang masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya 

literasi hukum serta kurangnya kemampuan praktis dalam menggunakan 

mekanisme tersebut. Berdasarkan observasi awal, civitas akademika Universitas 

Singaperbangsa Karawang sebagai bagian dari masyarakat intelektual disekitarnya 

pun belum sepenuhnya memahami prosedur dan manfaat ADR, sehingga 

berpotensi tidak memanfaatkan jalur ini secara maksimal dalam penyelesaian 

konflik. Pemilihan civitas akademika sebagai sasaran kegiatan didasarkan pada 

perannya sebagai agen perubahan yang dapat menyebarluaskan pengetahuan 

hukum kepada masyarakat luas. Dengan meningkatkan kapasitas mereka, 

diharapkan terjadi efek multiplier dalam peningkatan literasi hukum masyarakat. 
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Oleh karena itu, program pengabdian ini menjadi intervensi edukatif yang 

mendesak. Rencana pemecahan masalah dilakukan melalui pelatihan terstruktur 

yang menerapkan keilmuan Hukum Perdata dan praktik ADR (Negosiasi, Mediasi, 

Arbitrase). Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman komprehensif 

mengenai konsep dan dasar hukum ADR, serta meningkatkan kemampuan praktis 

peserta dalam memanfaatkannya sebagai solusi cepat dan tuntas. Target capaian 

meliputi peningkatan pengetahuan peserta minimal lima puluh persen dan 

tersedianya modul praktis. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat 

meningkatkan literasi hukum dan mengoptimalkan akses keadilan bagi masyarakat 

melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang damai. 

 

METODE 

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan mentransfer pengetahuan dan 

keterampilan praktis mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), 

khususnya Mediasi, Negosiasi, dan Arbitrase. Pelaksanaan kegiatan dilakukan 

secara intensif satu hari penuh pada Rabu, 12 November 2025, di Auditorium 

Universitas Singaperbangsa Karawang. Sasaran utama adalah 150 Civitas 

Akademika Universitas Singaperbangsa Karawang (Dosen, Mahasiswa, 

Karyawan), dipilih sebagai agen kunci dalam fasilitasi konflik komunitas. 

Materi disajikan dalam bentuk panel dengan ketentuan durasi masing-masing 

pemateri adalah 30 (tiga puluh) menit. Pada akhir sesi pemaparan materi, dibuka 

kesempatan diskusi dan banyak peserta yang memanfaatkannya untuk bertanya. 

Kegiatan ini dilaksanakan dari pukul 08.00 WIB s.d. 13.30 WIB. Adapun beberapa 

tahapan yang dilalui sebagai berikut: 

1. Tahap Identifikasi Permasalahan dan Potensi 

Tahap awal dimulai dengan survei lapangan terkait permasalahan dalam 

menyelesaikan sengketa bisnis. Survei dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi 

eksisting. Hasil survei digunakan untuk memetakan kebutuhan prioritas, misalnya 

kurangnya pengetahuan dalam menyelesaikan sengketa bisnis melalui ADR. 

Dilakukan melalui observasi awal terhadap rendahnya pemahaman peserta 

mengenai ADR. 
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2. Tahap Perancangan Solusi Integratif 

Berdasarkan hasil identifikasi, disusun rencana program yang 

mengintegrasikan untuk memberikan pengetahuan dalam menyelesaikan sengketa 

melalui ADR. Konsep ini memodifikasi model pengembangan dalam 

menyelesaikan sengketa yang tidak melalui jalur litigasi. Penyusunan materi 

pelatihan yang mencakup dasar hukum, jenis ADR, dan praktik penyelesaian 

sengketa 

3. Tahap Implementasi  

Pada tahap ini dilakukan transfer pengetahuan melalui serangkaian 

pemaparan materi dan diskusi. Pelaksanaan pelatihan dengan durasi pemaparan 

materi 30 (tiga puluh) menit setiap sesi, dilanjutkan diskusi dan simulasi kasus. 

Adapun materi yang diberikan meliputi: 

Tabel 1 Daftar Materi yang Disampaikan 

Materi Deskripsi 

Dasar Hukum 

Membahas mengenai dasar hukum dalam 

menyelesaikan sengketa diluar pengadilan baik 

yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 

1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan dan Undang-Undang No. 30 Tahun 

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa. 

ADR antara kewajiban 

atau pilihan 

Pilihan yang bisa menjadi kewajiban karena dapat 

digunakan sebagai solusi penyelesaian sengketa di 

luar pengadilan yang efektif dan efisien, namun 

tetap menjadi pilihan bagi para pihak yang 

bersengketa untuk sepakat menggunakan metode 

non-litigasi ini. Prosesnya, seperti negosiasi, 

mediasi, atau arbitrase, bisa lebih cepat, lebih 

murah, dan lebih terjamin kerahasiaannya 

dibandingkan proses pengadilan. 

Penyelesaian Sengketa 

dalam mediasi 

Memberikan pengetahuan mengenai dasar hukum 

dan proses perundingan antara pihak yang 

bersengketa dengan bantuan mediator netral untuk 

mencapai kesepakatan. Mediator tidak memiliki 

kewenangan untuk memutus atau memaksakan 

solusi, tetapi memfasilitasi komunikasi agar para 

pihak dapat menemukan solusi bersama secara 

damai. 

Perjanjian Arbitrase Kesepakatan tertulis antara para pihak yang 
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bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan di 

luar pengadilan umum melalui arbitrase. Perjanjian 

ini bisa berupa klausul arbitrase dalam kontrak 

utama atau perjanjian arbitrase terpisah yang dibuat 

setelah sengketa timbul. Tujuannya adalah untuk 

menunjuk arbiter dan menentukan aturan yang akan 

dipakai dalam proses penyelesaian sengketa. 

4. Tahap Evaluasi  

Evaluasi dilakukan dengan pendekatan pra–post assessment. Untuk 

mengukur ketercapaian target, digunakan teknik evaluasi Pra-Post Assessment 

dengan alat ukur instrumen Pre-test dan Post-test (10 pertanyaan pilihan ganda) 

untuk mengukur peningkatan skor rata-rata pengetahuan peserta. Sebagai 

rancangan keberlanjutan program, kegiatan ini ditindaklanjuti dengan perumusan 

rekomendasi untuk inisiasi pembentukan Pusat Konsultasi ADR Komunitas 

Kampus di bawah naungan Fakultas Hukum. Struktur ini memastikan Dosen dan 

Mahasiswa yang telah dilatih dapat secara mandiri dan berkelanjutan memberikan 

sosialisasi dan konsultasi dasar ADR kepada komunitas. Indikator: tingkat 

pemahaman peserta tentang ADR. Analisis: perbandingan skor rata-rata sebelum 

dan sesudah kegiatan. Kriteria keberhasilan: adanya peningkatan skor pemahaman 

peserta 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Kegiatan pengabdian ini telah dilaksanakan pada 12 November 2025. Pada 

bulan September 2025 dijadwalkan untuk menyebarkan flayer kepada civitas 

Universitas Singaperbangsa Karawang dengan memanfaatkan media berupa 

WhatssApp, instagram dan media lainnya, selain itu agar memperluas peserta yang 

dapat berpartisipasi pada kegiatan ini maka penyuluhan dilakukan secara offline. 

Kegiatan dilaksanakan dengan metode ceramah interaktif, diskusi, dan simulasi 

kasus. Peserta menunjukkan partisipasi aktif terutama dalam sesi simulasi 

negosiasi dan mediasi. 

Guna menarik minat dan memperluas tingkat partisipasi dari civitas 

akademika Universitas Singaperbangsa Karawang, tim pengabdi merancang dan 

menyebarkan media publikasi berupa poster sosialisasi. Sesuai dengan jadwal 
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perencanaan pada bulan September 2025, penyebaran poster ini dilakukan secara 

masif dengan memanfaatkan platform media sosial seperti WhatsApp dan 

Instagram, serta didistribusikan secara luring (offline) di lingkungan kampus. 

Adapun wujud visual dari poster yang digunakan dalam implementasi pengabdian 

ini dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1 Poster Implementasian Pengabdian 

Selain melalui penyebaran media publikasi, pelaksanaan kegiatan 

pengabdian ini juga didokumentasikan untuk menunjukkan partisipasi dan 

interaksi selama sesi berlangsung. Rangkaian dokumentasi ini menggambarkan 

suasana pelatihan intensif yang dilaksanakan pada Rabu, 12 November 2025, 

bertempat di Auditorium Universitas Singaperbangsa Karawang. Dokumentasi 

tersebut meliputi tahap pemaparan materi oleh panelis dari berbagai institusi 

hukum, suasana diskusi interaktif antara civitas akademika dengan narasumber, 

hingga keterlibatan peserta dalam simulasi kasus ADR. Visualisasi dari rangkaian 

kegiatan tersebut disajikan secara berurutan pada Gambar 2. 
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Gambar 2 Dokumentasi Kegiatan Pengabdian  

Dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan tersebut para peserta sangat 

antusias dan aktif berdiskusi. Sehingga tujuan dari kegiatan ini tercapai. Para 

peserta yang terdiri dari dosen, mahasiswa dan karyawan Universitas 

Singaperbangsa Karawang yang dapat menyelesaikan Sengketa bisnis pada 

umumnya melalui proses non litigasi atau di luar pengadilan. 

Keberhasilan program pengabdian ini diukur melalui parameter ketercapaian 

target peserta serta tingkat pemahaman materi yang disampaikan selama sesi 

pelatihan. Evaluasi dilakukan secara komprehensif dengan membandingkan 

kondisi awal (sebelum sosialisasi) dan kondisi akhir (setelah sosialisasi) 

menggunakan instrumen pre-test dan post-test. Perincian mengenai indikator 

keberhasilan pelaksanaan, yang mencakup aspek kuantitas kehadiran serta kualitas 

peningkatan literasi hukum peserta terkait mekanisme ADR, dipaparkan secara 

mendetail dalam Tabel 2 berikut ini. 

 

 



GERVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 

 Vol. 10, No. 01, April 2026 

ISSN 2598-6147 (Cetak)  

ISSN 2598-6155 (Online) 
 

 

453 
 

Tabel 2 Indikator Pelaksanaan Pengabdian 

Indikator Jumlah 

 Sebelum Sosialisasi 
Jumlah Setelah 

Sosialisasi 

Peserta yang mengikuti kegiatan 

pengabdian sebanyak 100% 
150 150 

Sebanyak 70% peserta kegiatan 

pengabdian mampu memahami 

penyelesaian Sengketa di luar 

pengadilan 

105 150 

Sebanyak 75% peserta memahami 

penyelesaian Sengketa di luar 

pengadilan 

112 150 

Berdasarkan hasil pengabdian mengenai pengenalan dan pemanfaatan jalur 

alternatif penyelesaian sengketa, para peserta menunjukkan peningkatan 

pengetahuan yang sangat signifikan terkait mekanisme penyelesaian sengketa di 

luar pengadilan. Temuan ini secara empiris membuktikan bahwa intervensi 

edukatif yang dilakukan mampu mentransformasi pemahaman peserta dari aspek 

teoretis menuju pemahaman praktis yang lebih komprehensif. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Rambe et al. (2025) yang menyatakan 

bahwa literasi hukum merupakan elemen fundamental dalam meningkatkan akses 

terhadap keadilan (access to justice) bagi masyarakat. Keberhasilan peningkatan 

skor evaluasi ini juga memperkuat temuan Budiman (2025) dan Supono et al. 

(2026) yang menegaskan bahwa metode pembelajaran berbasis masalah (problem-

based learning) sangat efektif dalam meningkatkan retensi informasi hukum yang 

bersifat teknis dan prosedural. Peningkatan pengetahuan ini mengindikasikan 

bahwa hambatan utama dalam pemanfaatan ADR selama ini bukanlah keengganan 

subjek untuk berdamai, melainkan minimnya kanal informasi formal yang dapat 

diakses oleh civitas akademika. Oleh karena itu, hasil ini mendukung proposisi dari 

Abidin & Sulaiman (2024); Putra & Irwan (2025); dan Shalini (2021) bahwa 

penguatan kapasitas hukum di tingkat perguruan tinggi akan menciptakan efek 

domino dalam penyebaran budaya musyawarah mufakat di lingkungan sosial yang 

lebih luas. 
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Sengketa atau konflik merupakan bagian tak terhindarkan dari dinamika 

kehidupan, yang dapat terjadi kapan saja, termasuk dalam dunia bisnis. Timbulnya 

sengketa yang terjadi di masyarakat saat ini biasanya karena adanya perbedaan 

pendapat antar para pihak. Semua orang di hidup ini bisa menghadapi konflik 

hukum, salah satunya masalah Sengketa (Andriani & Apriani, 2022). Adanya 

sebuah badan peradilan di Indonesia telah membuktikan bahwa masyarakat 

Indonesia yang mempunyai konflik atau sengketa secara konstitusi memiliki 

hakuntuk melakukan pembelaan terhadap kepentingannya dihadapan badan 

peradilan demi mendapatkan kepastian hukum yang adil serta harus mendapatkan 

perlakuan yang sama dihadapan hukum (Hadrian, 2019). 

Konsep Negara Hukum merupakan konsep universal yang dianut oleh 

hamper seluruh negara di dunia. Secara umum, tipe negara hukum terbagi menjadi 

dua yakni negara hukum Rechtsstaat dan negara hukum The Rule of Law (Hadi, 

2022), pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung 

persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan; 

pengadilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu 

kekuasaan dan kekuatan apapun juga; dan legalitas dalam segala bentuknya. 

Masyarakat Indonesia pada umumnya menyelesaikan sengketa melalui jalur 

litigasi ataupun pengadilan. Akan tetapi pada dasarnya penyelesaian Sengketa 

dapat di selesaikan melalui litigasi dan non litigasi. Dasar hukum dalam 

menyelesaikan sengketa diluar pengadilan baik yang diatur dalam Peraturan 

Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan 

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa. 

Mediasi, misalnya, telah diatur secara eksplisit dalam Peraturan Mahkamah 

Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Aturan ini 

mewajibkan setiap sengketa perdata yang masuk ke pengadilan untuk terlebih 

dahulu menjalani proses mediasi sebelum diperiksa melalui proses persidangan. 

Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan bagi para pihak untuk 

menyelesaikan sengketanya secara damai dan mandiri. Namun, dalam 

pelaksanaannya, efektivitas mediasi ini masih dipertanyakan karena banyaknya 
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mediasi yang gagal mencapai kesepakatan akibat minimnya itikad baik dari para 

pihak ataupun kurangnya kapasitas mediator (Vaustine et al., 2025). 

Di sisi lain, arbitrase sebagai bentuk ADR yang bersifat final dan mengikat 

juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase menawarkan penyelesaian yang lebih 

cepat dan rahasia dibanding pengadilan. Namun dalam praktiknya, arbitrase masih 

belum menjadi pilihan utama dalam sengketa karena tingginya biaya, keterbatasan 

akses informasi, serta lemahnya penegakan putusan arbitrase di Indonesia (Noviar, 

2025). Bahkan terdapat kekhawatiran bahwa putusan arbitrase internasional masih 

menghadapi kendala dalam pelaksanaan di Indonesia, meskipun Indonesia telah 

meratifikasi Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan 

Putusan Arbitrase Asing (Susilo et al., 2025). 

Perbandingan dengan sistem hukum negara lain menunjukkan bahwa 

efektivitas ADR sangat bergantung pada integrasi kelembagaan dan budaya hukum 

masyarakat. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Australia telah 

mengembangkan sistem ADR yang telah terstruktur dengan baik, bahkan 

menjadikannya sebagai bagian dari sistem peradilan terintegrasi (Sander, 2021). 

 

SIMPULAN 

Kegiatan pengabdian ini secara signifikan telah berhasil meningkatkan 

literasi hukum dan kemampuan praktis bagi 150 civitas akademika Universitas 

Singaperbangsa Karawang (terdiri dari dosen, mahasiswa, dan karyawan) dalam 

memanfaatkan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). Hasil evaluasi 

kuantitatif menunjukkan keberhasilan mutlak, di mana pemahaman peserta 

mengenai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan meningkat dari 

semula 105 orang (70%) menjadi 150 orang (100%) setelah kegiatan. Demikian 

pula dengan aspek teknis penyelesaian non-litigasi yang naik dari 112 orang (75%) 

menjadi 150 orang (100%). Pendekatan problem-based learning melalui simulasi 

kasus terbukti efektif sebagai metode edukasi hukum yang aplikatif. Sebagai 

langkah keberlanjutan, hasil positif ini menjadi dasar bagi inisiasi pembentukan 
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Pusat Konsultasi ADR di lingkungan kampus untuk memberikan layanan 

sosialisasi dan mediasi berkelanjutan bagi masyarakat luas. 
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